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ABSTRAK 
 
Ibnu Imam Ayatollah (B111 08 286) dengan judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan” ( Studi 
Kasus di Kota Makassar dari Tahun 2009-2012) di bawah bimbingan 
bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan 
Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Makassar, serta untuk 
mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Polsekta Rappocini 
Makasaar, penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian 
menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang 
diperoleh studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, 
bertujuan untuk mendapatkan data primer dan skunder. data diperoleh 
dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen, observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
melatar belakangi pelaku melakukan pengguguran kandungan bermacam-
macam, antara lain karena kehamilan diluar nikah akibat prilaku pergaulan 
bebas, alasan sosial ekonomi, belum mampu mempunyai anak dan sudah 
terlalu banyakl memiliki anak. adapun upaya pemberantasan praktek 
pengguguran kandungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat 
diklasifikasiakan menjadi upaya preventiv (upaya pencegahan) dan upaya 
represif (upaya penanganan). Upaya pencegahan dilakukan patroli rutin 
terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, melakukan 
sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat 
dalam hal pembinaan dan pencegahan praktek pengguguran kandungan. 
Sementara upaya penanganan dilakukan dengan melakukan razia 
langsung di tempat praktek pengguguran kandungan ilegal dan di tempat-
tempat yang diindikasikan sebagai tempat pergaulan bebas seperti kamar 
sewa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi sekarang ini, perubahan begitu cepat terjadinya 
sehingga kadang kala kita sendiri belum siap untuk menyikapi perubahan 
tersebut. Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan teknologi 
dalam berbagai bidang kian canggihnya dan kian cepatnya sehingga mau 
tidak mau kita juga terkena imbasnya. Dalam segala bidang, manusia 
terus menerus mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus 
menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir kita kian hari kian 
maju.  
Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan jaman itu sendiri tidak 
hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya 
kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi 
tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal kita yang diberi akal 
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau ke arah yang benar atau 
salah demi mewujudkan keinginan kita.  
Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi  membuat  nilai-
nilai  moral  yang  ada  dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. 
Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar   batas-batas nilai 
moral   dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh 
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dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam stasus 
berpacaran. Pergaulan remaja membuat  kekhawatiran  tersendiri  bagi  
orang  tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan 
menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media 
massa. 
Remaja  yang  sudah  berkembang  kematangan  seksualnya  jika 
kurang  mendapatkan  pengarahan  dari  guru  atau  orang  tua,  akan 
dapat mudah terjebak dalam masalah. Masalah yang dimaksud dalam hal 
ini   terutama dapat  terjadi apabila remaja tidak  dapat mengendalikan 
perilaku   seksualnya.   Akibatnya   remaja   cenderung untuk melakukan 
hubungan seks di luar nikah, hubungan seks bebas, melakukan aborsi 
bagi remaja putri dan melakukan tindak perkosaan. Berbicara mengenai 
aborsi  akan  menimbulkan  berbagai  tanggapan dan penilaian yang 
berbeda-beda pada masing-masing individu karena adanya perbedaan  
pengetahuan  dari  diri mereka  sehingga sikap yang ditimbulkannya 
punberbeda-beda. 
Aborsi   merupakan   bukti   dari    semakin   gawatnya  seks  bebas   
dikalangan remaja putri. Mereka cenderung lebih bebas mengekspresikan 
cinta kepada lawan jenisnya sehingga memungkinkan terjadinya   
kehamilan yang tidak diinginkan,  yang dapat mengarah kepada  dilema  
aborsi.  Sikap  terhadap  aborsi  pada remaja  putri diteliti karena selama 
ini  terjadi kontroversi  dalam  menyikapi perilaku aborsi. Gunjingan 
3 
tentang aborsi dikalangan remaja putri selalu berkembang dengan 
berbagai   macam versi, misalnya  aborsi  dilakukan  karena  terjadinya  
kehamilan  di  luar  nikah dan  konsep  unwanted  children  (anak  yang  
tidak  diinginkan)  dengan berbagai alasan. 
Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan yang tak 
kunjung tuntas dibicarakan. Karena dalam kenyataannya perkembangan  
teknologi  dan  budaya  manusia  makin  lama  makin banyak  merubah  
moral  dan  prilaku  manusia  dan  karena  itu  aborsi makin banyak 
dilakukan manusia. 
Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di 
Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari 
perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya 
dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, 
dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus 
tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus 
medicialis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak 
pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis. Terlepas dari 
persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan 
kesehatan (abortus provokatus medicialis) atau memang melakukannya 
atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal 
sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau 
takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak 
karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka 
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kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat 
memprihatinkan. Data WHO (World Health Organization) menyebutkan 
bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan 
yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang 
dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. 
Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak 
aman. 
Peningkatan jumlah pelaku aborsi dari tahun ke tahun semakin 
meningkat seiring perkembangan zaman yang dibarenginya dengan gaya 
hidup bebas, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya hubungan 
seks di luar nikah, tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari 
hubungan tersebut. Hubungan seks luar nikah tidak hanya dilakukan oleh 
pria dan wanita yang tidak mempunyai hubungan saudara, tidak menutup 
kemungkinan hubungan seks pra nikah dilakukan oleh mereka yang 
masih mempunyai hubungan saudara (incest). Salah satu akibat 
hubungan seks pra nikah adalah kehamilan.  
Makassar  sebagai  salah  satu kota di  Sulawesi  Selatan yang  
dengan   berbagai   masalah   yang  serba   kompleks,   sehingga 
memudahkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan. 
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  termotivasi  untuk 
melakukan  suatu  kajian ilmiah dalam  bentuk penelitian yang sistematis 
dan  mendasar dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Aborsi Di Kota Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 
Untuk memfokuskan substansi penulisan skripsi  
ini, maka penulis membatasi pembahasan pada dua pokok 
persoalan, yaitu: 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
aborsidi kota Makassar?  
2. Upaya-upaya  apa  yang  ditempuh  oleh  pihak  kepolisian  
dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan   rumusan   masalah   tersebut   di   atas,   maka 
adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk    Mengetahui    faktor-faktor    yang  menyebabkan 
terjadinya kejahatan aborsi di kota Makassar. 
2. Untuk Mengetahui Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi 
kejahatan aborsi di kota Makassar. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun  yang  menjadi  manfaat dari  penulisan  ini  
adalahsebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapatbermanfaatbagi 
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pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  ilmu  hukum 
pada umumnya, dan hukum kesehatan pada khususnya. 
2. Hasil  penelitian  ini  dapat  dipakai  sebagai  acuan terhadap 
penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
3. Sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut 
memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan. 
4. Untuk  melengkapi  persyaratan  dalam  memperoleh  gelar 
sarjana hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Kriminologi 
 
Kejahatan merupakan suatu fenomena komplek yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita 
ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.  
Nama kriminologi yang ditemukan oleh   P. Topinard
 (Topo Santoso  dan  Eva  Achjani  Sulva,  2001:9)  seorang  ahli  
antropologi Perancis,  secara  etimologi  berasal  dari  kata  crimen  yang  
berarti kejahatan  atau  penjahat  dan  logos  yang  berarti  ilmu  
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau 
penjahat. 
Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan 
kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan 
remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
Michael   dan   Adler   (Topo   Santoso   dan   Eva   Achjani   Sulva, 
2001:12) berpendapat bahwa : Kriminologi adalah keseluruhan 
keterangan mengenai perbuatan dan   sifat  dari   para  penjahat,   
lingkungan   mereka,   dan   cara mereka secara resmi  diperlakukan 
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oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota 
masyarakat. 
Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) 
berpendirian bahwa : Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan 
yang diperoleh  berdasarkan  teori  atau  pengalaman,  yang  bertalian 
dengan  perbuatan  jahat  atau  penjahat,  termasuk  di  dalamnya reaksi   
dari   masyarakat   terhadap   perbuatan   jahat   dan   para penjahat. 
Constant (Noach, 1992:8) memandang kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan  empirik,  yang  bertujuan  menentukan  faktor-faktor  yang 
menyebabkan  terjadinya  perbuatan  jahat  dan  penjahat  (aetiologi). 
Untuk   itu   diperhatikannya,   baik   faktor-faktor   sosial   dan   ekonomi 
maupun faktor-faktor individual dan psikologi. 
Vrij (Noach, 1992:8) merumuskan kriminologi sebagai berikut: Ilmu  
pengetahuan  yang  mempelajari  perbuatan  jahat,  pertama- tama  
mengenai  apakah  perbuatan  jahat  itu,  tetapi  selanjutnya juga 
mengenai sebab musabah dan akibat-akibatnya. 
Menurut E.H.Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:10-11), kriminologi  adalah  seperangkat  pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial,  termasuk 
didalamnya proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 
reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi   olehnya   dibagi menjadi tiga 
cabang ilmu utama yaitu : Wolfgang, savitz dan Johnston dalam The 
Sociologi Of Crime and Delinquency memberikan definisi kriminologi 
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sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi masyarakat terhadap keduanya.        
Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup : 
1. Antropologi Kriminal. 
adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 
dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan 
apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan 
dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal. 
adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak 
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal. 
adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal. 
adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. 
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5. Penologi. 
adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman 
 
 
6. Sosiologi Hukum 
Kejahatan  itu  adalah  perbuatan  yang  oleh  hukum  
dilarang dan  diancam  dengan  suatu  sanksi.  Jadi  yang  
menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah 
hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula  
menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan 
hukum (khususnya hukum pidana). 
7. Etiologi Kejahatan 
Merupakan  cabang  ilmu  kriminologi  yang  mencari  
sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi,
 etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 
8. Penology 
Pada  dasarnya  merupakan  ilmu  tentang  hukuman,  
akan tetapi  Sutherland  memasukkan  hak-hak  yang  
berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik 
represif maupun preventif. 
Seelig (Noach, 1992:7) merumuskan kriminologi sebagai “ajaran 
rill”   yaitu   baik   fisik   maupun   psikis,   dari   gejala   perbuatan   jahat. 
Sedangkan menurut Paul Moedigdo Moelyono (Abdussalam, 2002:5), 
“bahwa  pelaku   kejahatan  mempunyai  andil  atas  terjadinya  suatu 
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kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan 
yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si 
pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.” 
Noach (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:12) merumuskan 
Kriminologi sebagai  “ilmu  pengetahuan   tentang perbuatan jahat perilaku 
tercela  yang menyangkut  orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat 
dan perbuatan tercela itu.” 
Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,  2001:12)  dalam  The  Sociology  of  Crime  and  Delinquency 
memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : 
Kumpulan  ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan  yang  bertujuan 
untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  pengertian  tentang  gejala 
kejahatan  dengan  jalan  mempelajari  dan  menganilisa  secara ilmiah   
keterangan- keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola  dan  
faktor-faktor  kausal  yang  berhubungan  dengan kejahatan,  pelaku  
kejahatan  serta  reaksi  masyarakat  terhadap keduanya. 
George C. Vold (Abdussalam,2002:4) mengatakan bahwa dalam  
mempelajari  kriminologi  terdapat  masalah  rangkap,  artinya kriminologi  
selalu  menunjukkan  pada  perbuatan  manusia  dan  juga batasan-
batasan atau  pandangan masyarakat  tentang apa yang dibolehkan  
dan  apa  yang  dilarang  apa  yang  baik  dan  yang  buruk, yang  
semuanya  itu  terdapat  dalam  Undang-undang,  kebiasaan  dan adat-
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istiadat. Jadi Kriminologi adalah ilmu pengetahuan  yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
Kriminologi  juga  merupakan  pengertian  hukum  yaitu  perbuatan 
manusia  yang dapat dipidana  oleh  hukum pidana.  Tetapi  kriminologi 
bukan semata-mata merupakan batasan Undang-undang artinya ada 
perbuatan-perbuatan tertentu yang  oleh masyarakat dipandang sebagai 
jahat, tetapi Undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan  atau  
tidak  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  begitu  pula sebaliknya.  
Dalam hukum pidana orang  seringkali membedakan antara 
delik hukum khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku  II 
KUHP) dan delik Undang-undangyang berupa  pelanggaran (Buku  II  
KUHP).   
Mengenai  perbedaan  tersebut,  dewasa  ini  banyak dipertanyakan 
orang yaitu apakah   semua   tindak   pidana itu   sebenarnya  
merupakan  kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut oleh Undang-
undang ditunjuk atau dijadikan   kejahatan (Tindak  Pidana).  Dalam  
RKUHP  sudah  tidak  ada  perbedaan  istilah kejahatan dan istilah 
pelanggaran. Hanya mengenal satu istilah yaitu tindak  pidana.  Oleh  
karena  itu  dalam  ilmu  pengetahuan,  kriminologi masuk dan terletak 
dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial.  
Dalam realita,  kejahatan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hukum  
pidana,  tapi juga terdapat  baik  dengan norma-norma yang berlaku 
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dalam masyarakat, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma 
agama, ada  masyarakat  yang  menerapkan  norma-norma  hukum  dan  
ada masyarakat  yang  menerapkan  norma-norma  adat  kebiasaan  yang 
telah ditentukan oleh nenek moyangnya. 
Ruang lingkup kriminologi terbagi atas kriminologi dalam arti luas 
dan kriminologi dalam arti sempit. 
 
1. Kriminologi dalam arti luas 
Meliputi kriminologi dalam arti   sempit  dan kriminalistik. 
Namun, istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara 
yang berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach (1992:33) 
penyidikan dan penelitian  ilmu pengetahuan alam mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan 
sebagai bukti dari perbuatan pidana.  Kriminalistik, jika dibagi-bagi 
selanjutnya meliputi : 
a. Ilmu jejak : menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang 
ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah 
digunakannya dalam melakukan delik itu. Dalam ilmu jejak 
termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik  (antara 
lain: daktiloskopi) senjata - senjata  api dan  mesiu,  pemeriksaan 
dan perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang dan kertas-
kertas berharga lain dan satu  deretan  yang  hampir  tak  terbatas  
dari  pemalsuan- pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara 
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berhubungan dengan kriminalitas. Dalam pemeriksaan 
pemalsuan - pemalsuan ini kerapkali dimintakan bantuan ilmu 
kimia dan oleh  karena  itu  orang  menyebut  ilmu  kimia  forensik,  
yang juga meliputi toksikologi. 
b. Ilmu  kedokteran  forensik  :  penyelidikan  mengenai  sebab 
musabah kematian, luka-luka, darah dan golongan- golongan 
darah sperma, kotoran manusia dan  penyelidikan - penyelidikan 
selanjutnya yang berkaitan  dengan  tubuh manusia, yang  
berhubungan dengan kriminalitas. 
 
c. Toksikologi  forensik  :  penyelidikan  mengenai  keracunan dan 
zat-zat racun yang   berhubungan  dengan  kriminalitas. 
Berdasarkan uraian di atas, berulang kali Noach (1992:36) 
menekankan  pada  hubungan  dengan  kriminalitas,  karena  ilmu  
jejak, ilmu  kedokteran forensik dan toksikologi forensik 
merupakan bagian- bagian atas kriminakistik. 
 
 
2. Kriminologi dalam arti sempit 
Ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab 
musabah dan  akibat-akibat  dari  perbuatan  jahat  dan  perilaku 
tercela  (kriminalitas).  Unsur  pertama,  yaitu  bentuk-bentuknya 
gejala (phenomenologi kriminil) tidak akan menimbulkan banyak 
kesulitan. Unsur kedua, yaitu sebab musabah kriminalitas, di sini 
unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain 
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dalam  kehidupan  pribadi,  pergaulan  hidup  dan  alam.  Unsur 
ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas. 
Kriminologi  sebagai  ilmu  pengetahuan  dari  semua  aspek 
kriminalitas  terletak  di  antara  ilmu-ilmu  pengetahuan  lain  yang 
juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. 
B. Teori Kejahatan 
Kejahatan  menurut  Kamus  Bahasa Indonesia yaitu  perilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan  norma-norma yang berlaku yang 
telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut 
para ahli, diantaranya : 
1. Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu 
tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat 
dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam 
masyarakat. 
2. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang 
bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu 
banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, 
sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan 
menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk 
nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
3. Menurut R. Soesilo, ia membedakan pengertian kejahatan 
secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. 
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Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- 
undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang 
selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 
dan ketertiban. 
4. Menurut J.M. Bemmelem, iamemandang kejahatan sebagai 
suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, 
ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat 
terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, 
negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
5. Menurut M.A. Elliot, iamengatakan bahwa kejahatan adalah 
suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku 
yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan 
penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 
6. Menurut W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan 
dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 
7. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah 
perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau 
patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang 
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merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan 
(negara bertindak). 
8. Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam 
bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, 
kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas 
dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 
(baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas 
atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, 
suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan 
hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan 
waktu.  
Walter C. Recless membedakan karir penjahat ke dalam penjahat 
biasa, penjahat berorganisasi dan penjahat profesional. Penjahat biasa 
adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka melakukan 
kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian 
dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang 
mempunyai organisasi. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai 
organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta 
mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, 
kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan 
mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum. 
Adapun penjahat professional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi 
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dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit 
diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini 
mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan 
keterampilan daripada kekerasan.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun 
tentang   kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
hanya   memberikan   perumusan   perbuatan   manakah   yang dianggap 
sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :  Barang siapa 
dengan sengaja merampas nyawa   orang lain, diancam  karena 
pembunuhan dengan penjara paling  lama  lima belas tahun.  
R.Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. 
Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan/tingkah laku yang  bertentangan  dengan  undang-undang. 
Sedangkan  ditinjau  dari  segi  sosiologis,  maka  yang  dimaksudkan 
dengan  kejahatan  artinya  perbuatan  atau  tingkah-laku  yang  selain 
merugikan  si  penderita,  juga  sangat  merugikan  masyarakat  yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.  
Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Ulfa. 2001: 35), yaitu : 
1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis 
 
 
a. Cesare Lombroso (1835-1909) 
Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak 
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tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu 
studi modern penyelidikan mengenai sebab- sebab  kejahatan.  
Ajaran Lambroso  mengenai   kejahatan  adalah  bahwa  penjahat 
mewakili suatu tipe keanehan/ keganjilan fisik, yang berbeda 
dengan non - kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat 
mewakili  suatu  bentuk  kemerosotan  yang  termanifestasi dalam 
karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. 
 
Teori Lambroso (Topo Santoso,  2001:37)   tentang born criminal 
(penjahat yang dilahirkan)  menyatakan  bahwa  “para penjahat 
adalah suatu  bentuk  yang  lebih  rendah dalam  kehidupan,  lebih  
mendekati  nenek  moyang  mereka yangmirip kera dalam hal sifat  
bawaan danwatak dibanding  mereka  yang  bukan  penjahat.”  
Mereka  dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa 
atavistic stigmata” , ciri-cirifisik dari makhluk pada tahap awal 
perkembangan, sebelum mereka benar-benar  menjadi manusia.  
Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali  
para  penjahat  memiliki  rahang  yang  besar  dan gigi  taring  
yang  kuat,  suatu  sifat  yang  pada  umumnya dimiliki   makhluk   
carnivora  yang  merobek   dan  melahap daging mentah. 
Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih 
besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang 
menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka 
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di atas tanah. 
 
 
b. Enrico Ferri (1856-1929) 
 
Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “kejahatan 
dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh  interaktif 
diantara faktor-faktor fisik  (seperti ras, geografis, serta 
temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur,  jenis kelamin, 
variabel-variabel psikologis). ”Dia juga berpendapat bahwa 
kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-
perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, 
kebebasan  menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan 
sebagainya. 
 
 
c. Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri  akar tingkah laku kejahatan bukan 
kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis 
yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan  
moral).  Menurut  teori  ini,  kejahatan- kejahatan  alamiah  (natural  
crimes)  ditemukan  di  dalam seluruh masyarakat manusia, tidak 
peduli pandangan pembuat  hukum,  dan tidak  ada  masyarakat 
yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, 
mengganggu  sentimen-sentimen moral dasar  dari probity/ 
kejujuran (menghargai hak milik orang lain). 
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d. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring  (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak 
ada  perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat 
dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat  tubuh. 
”Para  penjahat  didapati  lebih  kecil  dan ramping.  Goring 
menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari  hipotesanya  
bahwa  para  penjahat  secara biologis lebih inferior, tetapi dia 
tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat. 
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis 
a.   Samuel Yochelson dan Stanton Samenow 
Yochelson  dan  Samenow  mengidentifikasi  sebanyak 52  pola  
berpikir  yang  umumnya  ada  pada  penjaha  yang mereka teliti. 
Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah   orang   
yang   marah,   yang   merasa   suatu sense superioritas,  
menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan  yang mereka  
ambil,  dan  mempunyai  harga  diri yang sangat melambung. Tiap 
dia merasa ada satu serangan  terhadap  harga  dirinya,  ia  
akan  memberi  reaksi yang sangat kuat, sering berupa 
kekerasan. 
 
b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 
Teori psikoanalisa da Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan  
psikologis  yang  mempelajari  kejahatan, yaitu : 
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 Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan  melihat  pada  perkembangan  masa kanak-kanak 
mereka, 
 Tingkah  laku  dan  motif-motif  bawah  sadar  adalah jalin-
menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti 
kesalahan, 
 
 
 Kejahatan   pada   dasarnya   merupakan   representasi dari 
konflik psikologis. 
3.  Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis  
Teori  Sosiologi  ini  berbeda  dengan  teori-teori  perspektif Biologis  
dan Psikologis,  teori   sosiologis  ini  mencari   alasan- alasan perbedaan 
dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan 
pada perspektif strain dan penyimpangan budaya. 
 
a. Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan  
melihat  pada  bagian-bagian  komponennya dalam usaha mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan  satu  sama  lain.  Durkheim  
meyakini  bahwa jika  sebuah  masyarakat  sederhana  berkembang  
menuju satu  masyarakat  yang  modern  dan  kota  maka  kedekatan 
yang dibutuhkan  untuk melanjutkan  satu set norma-norma umum,  
tindakan-tindakan  dan  harapan-harapan  orang  di satu  sektor  
mungkin  bertentangan  dengan  tindakan  dan harapan orang lain. 
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b. Robert K. Merton 
Menurut   Merton  di  dalam   suatu  masyarakat  yang 
berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah  
dibagikan  secara  merata.  Sangat  sedikit  anggota kelas bawah 
mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan 
Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor 
(B.Bosu : 1982), yaitu : 
1. Faktor pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran  atau  hobby.  Kejahatan  
karena  pembawaan  itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia 
seperti : keturunan/ anak-anak yang berasal dari keturunan/orang 
tuanya  adalah penjahat   minimal akan diwariskan oleh perbuatan  
orang  tuanya,  sebab  buah  jatuh  tidak  jauh  dari pohonnya. 
Pertumbuhan  fisik  dan  meningkatnya  usia  ikut  pula 
menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan 
bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka  pada  
umumnya  mereka  suka  melakukan  kejahatan perkelahian atau
 permusuhan  kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti 
kelereng/nekeran. Ketika anak  menjadi  akil  balik  (kurang  lebih  
umur  17  sampai  21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya 
adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara 
umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan 
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kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 
dimana manusia telah memegang posisi kehidupan yang  
mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, 
penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. 
2. Faktor lingkungan 
Socrates (B.   Bosu, 1982:24) “mengatakan   bahwa manusia 
masih melakukan  kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan 
tidak nyata baginya. ”Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang 
dilaksanakan   di   rumah   maupun   di   sekolah   memegang peranan 
yang sangat penting untuk menentukan kepribadian  seseorang.  
Sebab  ada  pepatah  mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka 
murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan 
lingkungan yang harmonis  adalah  merupakan  kewajiban  bagi  
setiap  orang, masyarakat maupun negara. 
 
C. Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  “aborsi  adalah          
pengguguran kandungan.”Aborsi  berasal dari kata abortus yang artinya 
gugur kandungan/keguguran (Mien Rukmini, 2002:10). Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  melarang keras dilakukannya aborsi 
dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta 
pasal 346 - 349. Bahkan pasal299   intinya  mengancam   hukuman   
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pidana   penjara   maksimal empat tahun kepada seseorang yang 
memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya 
dapat digugurkan.  
Aborsi  dalam  pandangan  Islam  menegaskan  keharaman aborsi  
jika  umur  kehamilannya  sudah  4  (empat)  bulan,  yakni sudah ditiupkan 
ruh pada janin. Menurut  ilmu  Kedokteran,  aborsi  ialah  penghentian  
dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di   
luar   kandungan   (viabiliti).   Umur   janin   bisa   hidup   di   luar 
kandungan  ini  ada  yang  memberi  batas  20  minggu,  tetapi  ada pula  
yang  memberi  batas  24  minggu.  Ini  adalah  suatu  proses pengakhiran  
hidup  dari  janin  sebelum  diberi  kesempatan untuk bertumbuh.Karena 
mengeluarkan hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) 
sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. 
Menurut Arif Mansjoer (1977:260), di jelaskan bahwa Aborsi 
diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28  
minggu  atau  sebelum  janin  mencapai  berat  1.000  gram.  
Aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi 
(pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.  Abortus  
Provocatus  merupakan  istilah  latin yang secara resmi dipakai  dalam 
kalangan kedokteran dan  hukum,  maksudnya adalah dengan sengaja  
untuk mengakhiri kehidupan kandungan   dalam   rahim   seorang   
perempuan hamil dengan  spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran, 
bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan 
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manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena  
janin  itu  dikeluarkan  secara  sengaja  dengan  campur tangan manusia, 
maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan nama  procured  aborstion  
atau  aborsi  provocatus  atau  aborsi yang disengaja. 
 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, 
untuk bisa dijelaskan terjadinya aborsi, setidak-tidaknya ada tiga unsur 
yang harus dipenuhi : 
1. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan 
antara sel sperma dan ovum dalam rahim.  
2. Pengguguran   itu   adakalanya   terjadi   dengan   
sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan 
manusia 
3. Keguguran  itu  terjadi  sebelum  waktunya,  artinya  sebelum 
masa kelahiran tiba. 
2. Sejarah Singkat Aborsi 
 
a. Jaman Kuno 
Sepanjang  sejarah  umat  manusia,  aborsi  dan  juga 
Infanticide  (pembunuhan anak kecil) sering ditemukan di 
berbagai tempat dan kebudayaan. Masalah aborsi bukanlah  
masalah  yang  baru.  Ia  sudah  ada  sejak  zaman purba/ kuno, 
yang membedakannya hanyalah kadarnya yang semakin lama 
semakin subur, searah dengan perkembangan teknologi yang 
semakin lama semakin memudahkan  pelaksanaan aborsi 
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dengan  resiko kematian ibu yang semakin kecil. 
Ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan  
sudah  dikenal  sejakjaman  kekaisaran  China kuno,  yakni  
jaman  Kaisar  Shan  Nung,  yang  hidup  sekitar tahun  2000  
sebelum  (SM).  Rumus  ramuan  obat-obatan yang  ramu  dan  
shuh-yin  (mencuri)  itu  dapat  ditemukan dalam  arsip  
perpustakaan  kekaisaran.  Dipercaya  bahwa praktik aborsi itu 
sudah dipraktekkan sebelum kaisar Shan Nung. 
Pada masa   yang sangat tua terdapat  beberapa 
undang-undang yang mengatur tentang persoalan 
janin/aborsi,  misalnya  dalam  Undang-undang  Hamurabi. 
Dengan jelas dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa 
wanita  yang  melakukan  aborsi  dihukum  dengan  hukuman 
cambuk  dan  mayatnya  tidak  boleh  dikubur.  Pendek  kata, 
bahwa  sejak  jaman  lampau  aborsi  sudah  menjadi  kajian 
berbagai ahli, sehingga keberadaannya bukanlah hal yang 
asing. 
b. Jaman Modern 
Pada masa berikutnya dikenal beberapa nama yang 
memiliki kaitan dengan persoalan aborsi, misalnya Henry de 
Bracton  (Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi akibat 
Perkosaan, 2002:27) yang merupakan   orang yang 
pertama menulis   hukum  sipil  mengenai  aborsi.  Ia  adalah  
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salah seorang  hakim dari raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 
1268.  Yang  dalam  bukunya  tersebut  dijelaskan  bahwa, 
aborsi  yang  dilakukan  sebelum  adanya  pergerakan  janin, 
maka  perbuatan  itu  sama  sekali  bukan  tindak  kriminal, 
sedangkan kalau dilakukan sesudah ada pergerakan janin, itu 
hanya pelanggaran kecil saja. 
Aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, 
banyak orang mempermasalahkannya tetapi ada juga yang 
memperbolehkan.  Namun  secara umum dapat dikatakan, dulu 
aborsi hampir selalu dipraktekkan di luar profesi medis 
dipinggiran profesi medis, oleh dukun atau oleh profesional 
medis yang tidak resmi, seperti bidan. Profesi medis sendiri 
dengan tegas menolak aborsi.Suara para dokter berkumandang 
dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi-
organisasi profesi yang resmi. 
Peraturan  hukum  anti  aborsi  di  banyak  negara  baru 
disusun  selama  abad  ke-19.  Di  Amerika  Serikat,  sebelum 
1800 tidak satu negara bagianpun yang memiliki peraturan yang  
melanggar  aborsi.  Jika  selama  abad  ke-19  Undang- undang 
anti aborsi mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan 
kependudukan, bukan pertimbangan moral yang 
eksplisit,walaupun pandangan profesi kedokteran ikut 
mendorong kearah itu. Sekitar 1900 semua negara bagian 
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Amerika  Serikat  mempunyai  peraturan  anti  aborsi  yang ketat,  
demikian  juga  di  hampir  semua  negara  dunia  Barat yang 
lain. 
 
3. Jenis - Jenis Aborsi 
Secara umum, Pengguguran kandungan dapat dibagi dalam  dua  
macam,  yaitu  pengguguran  spontan  (spontaneous aborsi) dan 
pengguguran buatan ataudisengaja (aborsi provocatus), meskipun secara 
terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan.  Kusmaryanto  
(2002:11-18)  menguraikan berbagai macam aborsi, yang terdiri dari : 
1. Aborsi (Pengguguran) atau Aborsi Provocatus, yaitu 
penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup 
di luar kandungan (viabiliti). 
2. Keguguran Yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup 
di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. 
3. Aborsi Therapeutic/Medicalis adalah penghentian 
kehamilan  dengan  indikasi  medis  untuk  menyelamatkan nyawa 
ibu  atau menghindarkan  si ibu dari kerusakan fatal pada  
kesehatan/  tubuhnya  yang  tidak  bisa  dikembalikan (irriversibel) 
lagi. 
4. Aborsi  Kriminalis  adalah  penghentian  kehamilan  sebelum janin  
bisa  hidup  di  luar  kandungan  dengan  alasan-alasan lain, 
selain therapeutik, dan dilarang oleh hukum. 
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5. Aborsi Eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk 
menghindari   kelahiran  bayi   yang  cacat   atau   bati   yang 
mempunyai  penyakit  ginetis.  Eugenisme  adalah  ideologi yang 
diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul 
saja. 
6. Aborsi langsung – tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan 
(intervensi medis) yang tujuannya secara langsung  ingin  
membunuh  janin  yang  ada  dalam  rakhim sang   ibu.   
Sedangkan   aborsi   tak   langsung   ialah   suatu tindakan  
(intervensi  medis)  yang  mengakibatkan  aborsi, meskipun  
aborsinya  sendiri  tidak  dimaksudkan  dan  bukan menjadi tujuan 
dalam tindakan itu. 
7. Selective  Abortion  adalah  penghentian  kehamilan  karena janin 
yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi 
ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan  “Pre  natal  
diagnosis”  yakni  diagnosis  janin ketika ia masih ada di dalam 
kandungan. 
8. Pengurangan embryo, Pengurangan janin dengan menyisakan 
satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami 
hambatan  perkembangan  atau  bahkan  tidak sehat 
perkembangannya. 
9. Partial Birth Abortion merupakan istilah politis/hukum yang dalam  
istilah  medis dikenal  dengan  nama   dilation and extraction. Cara 
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ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan 
kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka secara 
prematur. Tindakan selanjutnya adalah  menggunakan  alat  
khusus,  dokter  memutar  posisi bayi,  sehingga  yang  keluar  
lebih  dulu  ialah  kakinya.  Lalu bayi  itu  ditarik  keluar, tetapi  
tidak  seluruhnya,  agar  kepala bayi  tersebut  tetap  berada  
dalam  tubuh  ibunya.  Ketika  di dalam itulah dokter menusuk 
kepala bayi dengan alat yang tajam.  Dan  menghisap  otak  dibayi  
sehingga  sibayi  mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi itu 
dikeluarkan semuanya. Proses  macam  ini  dilakukan  untuk  
menghindari  masalah hukum,  sebab  kalau bayi itu  dibunuh  
sesudah  lahir, maka pelakunya akan dihukum. Akan tetapi karena 
pembunuhan tersebut dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika 
lahir bayi itu  sudah  dalam  keadaan  mati,  maka  sang  pelaku  
bebas dari hukuman pembunuhan. 
 
Menurut Saifullah (2002:131-132), aborsi dapat dibagi dalam 
dua macam yaitu : 
1. Aborsi spontan, yaitu   pengguguran tidak sengaja dan terjadi 
tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini  lebih  sering  
terjadi  karena  faktor  di  luar  kemampuan manusia, seperti 
pendarahan dan kecelakaan. Pengguguran seperti ini menimbulkan 
akibat hukum. 
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2. Aborsi Buatan yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari 
suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia nampak jelas.  
Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua 
macam yaitu : 
a. Aborsi Artificialis Therapicus, yaitu pengguguran yang   dilakukan
  oleh   doktrer atas dasar indikasi medis. Dalam  istilah  lain  
dapat  disebutkan  sebagai tindakan mengeluarkan janin dari 
rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai 
penyelamatan  terhadap jiwa ibu yang terancam bila 
kelangsungan kehamilan dipertahankan,karena pemeriksaan 
medis menunjukkan gejala seperti itu. 
b. Aborsi Provocatus Criminalis adalah pengguguran yang 
dilakukan tanpa dasar indikasi medis.   Misalnya,      aborsiyang 
dilakukan untuk meniadakan hasil  hubungan  seks di luar 
perkawinan atau   untuk mengakhiri kehamilan yang tidak 
dikehendaki. Menstrual  regulation  (pengaturan  menstruasi)  
bisa dimasukkan  ke  dalam  aborsi  jenis  ini.  Pengaturan 
menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa 
terhambat waktu menstruasi,       dan berdasarkan hasil  
pemeriksaan  laboratoris  ternyata positif dan mulai 
mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yangterlambat 
mentruasinya meminta kepada dokter untuk membereskan 
janinnya. 
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4. Tindakan Aborsi 
 
 
Ada 2 macam tindakan aborsi, yaitu: 
 
 
a. Aborsi dilakukan sendiri 
Aborsi yang dilakukan sendiri misalnyadengan cara 
meminum   jamu  atau  obat-obatan   yang  membahayakan janin,  
atau  dengan  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang dengan 
sengaja ingin menggugurkan janin. 
 
 
b. Aborsi dilakukan orang lain 
Orang  lain  disini  bisa  seorang  dokter,  bidan  atau  dukun 
beranak.  Cara-cara yang digunakan  juga  beragam. Aborsi yang
 dilakukan seorang dokter atau bidan, biasanya 
menggunakan metode berikut : 
 
 
a) Mempergunakan alat khusus untukmengerok (curettage) janin, 
 
 
b) Aspirasi,  yaitu  penyedotan  isi  rahim  dengan  pompa kecil, 
 
 
c) Hysteronomi (Operasi). 
 
Penggunaan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian dalam  
pengguguran  kandungan,  biasanya  menggunakan cara-cara  yang  
kasar  dan  keras,  seperti  memberi  ramuan obat  pada  calon  ibu  dan  
mengurut  perut  calon  ibu  untuk mengeluarkan  secara  paksa  janin  
dalam  kandungannya. Hal  ini  sangat  berbahaya,  sebab  pengurutan  
belum  tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan 
malah  membawa  cacat  bagi  janin  dan  trauma  hebat  bagi calon ibu. 
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D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum 
 
 
1. Aborsi dan Kejahatan 
Menurut  pandangan  hukum  pidana  di  Indonesia,  tindakan 
aborsi  tidak selalu merupakan perbuatan  jahat atau merupakan tindak  
pidana,  hanya  aborsi  provocatus  criminalis  saja  yang dikategorikan  
sebagai  suatu  perbuatan  tindak  pidana,  adapun aborsi yang lainnya 
terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu 
tindak pidana. 
Aborsi tidak merupakan suatu cara untuk membunuh kehidupan 
manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam eufemisme untuk 
menyembunyikan kenyataan itu. Tetapi membunuh bukanlah merupakan 
suatu larangan mutlak, kadang-kadang timbul keadaan eksepsional di 
mana membunuh dapat   dibenarkan.   Tidak   mengherankan   bahwa   
hal   tersebut terjadi pula dalam kehamilan merupakan situasi manusiawi 
yang  amat unik,   selama sembilan bulan  dua insan mengalami 
simbiosis  begitu  erat,  sehingga  yang  satu  (janin)  sama  sekali 
tergantung pada yang lain (ibu). 
Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis  memang 
diperkenankan,  namun  demikian  tindakan  medis  tersebut  tidak berarti 
bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan 
manusia yang lain. Sebab   hal itu tidak  pernah diperbolehkan, jika terjadi 
diluar kemauan dari yang bersangkutan.  Dalam  indikasi  medis,  
terdapat  suatu  dilematis. Menurut  pemikiran  etika  dalam  situasi  
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seperti  itu  sebaiknya berpegang pada prinsip the lesser evil : dari dua hal 
yang jelek, dan harus dipilih yang kurang jelek. Dari pada ibu maupun 
janin akan  mati  atau  salah  satu  dari  mereka  akan  mati,  kita  memilih 
bahwa ibu akan hidup, karena itu mau tidak mau janin harus di aborsi.  
Bahkan  dalam  Undang-undang  kesehatan  aborsi  untuk kepentingan 
medis diperkenankan. 
Kejahatan  dalam  aborsi  sangat  ditentukan  oleh  nilai-nilai yang 
dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya dibeberapa negara  
barat aborsi sudah dianggap bukan merupakan  perbuatan  jaht,  baik  
yang  bersifat  medikalis  atau bukan. Misalnya  di antara negara-negara 
modern, hanya Canada yang mendekrinminalisasi aborsi secara radikal. 
Artinya larangan aborsi dicoret begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat 
memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini.  Dalam  banyak  
hal  melarang  aborsi  secara  mutlak  memang tidak memecahkan 
masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, 
menolak aborsi adalah suatu yang sangat dilematis.  Di  negara-negara  
yang  sekarang  sudah  melegalisasi aborsi, dulu juga terjadi demikian. 
Barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara resmi, akan mengakibatkan 
pasar gelap. 
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2. Aborsi menurut Pandangan Hukum Islam 
 
Haram  hukumnya  melakukan  aborsi  setelah  ditiupkannya ruh 
(empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi 
setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas’ud berkata 
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : 
Sesungguhnya setiap  kamu  terkumpul  kejadiannya  dalam perut 
ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’, kemudian dalam bentuk 
‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ selama itu 
pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari). 
Aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena  
berarti  membunuh  makhluk  yang  sudah  bernyawa.  Dan ini  termasuk  
dalam  kategori  pembunuhan  yang  keharamannya antara lain 
didasarkan pada dalil-dalil syar’i berikut. Firman Allah SWT (terjemahan 
Departemen Agama RI) : 
Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anak  kamu  karena 
kemiskinan.  Kami  akan  memberikan  rezki  kepadamu  dan kepada 
mereka; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS. Al 
An’aam (6) : 151) 
Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anak  kamu  karena takut  
miskin.  Kamilah  yang  akan  memberi  rezki  kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya mebunuh mereka adalah dosa yang 
besar. (QS. Al Israa’ (17) : 31 ) 
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Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan Allah  
(membunuhnya)  melainkan  dengan  (alasan)  yang benar (menurut 
syara’). (QS. Al Israa’ (17) : 33) 
Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena 
dosa apakah ia dibunuh. (QS. At Takwir (81) : 8-9) 
Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka aborsi adalah haram pada  
kandungan  yang  bernyawa  atau  telah  berumur  4  bulan, sebab  dalam  
keadaan  demikian  berarti  aborsi  itu  adalah  suatu tindak  kejahatan  
pembunuhan  yang  diharamkan  Islam.  Siapa saja  dari  mereka  yang  
melakukan  pengguguran  kandungan, berarti  telah  berbuat  dosa  dan  
telah  melakukan  tindak  kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat 
bagi janin yang gugur, yaitu seorang  budak  laki-laki  atau  perempuan,  
atau  sepersepuluh diyat  manusia  sempurna  (10  ekor  onta),  
sebagaimana  telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah 
tersebut. 
Pengguguran kandungan dalam Islam pada prinsipnya dilarang,  
namun  demikian  para  ulama  diantaranya  Mahmoud Syaltout dan Yusuf 
al-Qadrhawi (Saifullah:2002) Memperbolehkan  pengguguran  dalam  
keadaan  terpaksa  guna menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan kata lain 
para ulama memperbolehkan pelaksanaan aborsi Therapeutic/Medicalis, 
guna menyelamatkan jiwa si ibu. namun hal demikian itu hanya 
diperkenankan  apabila  kehamilan  terjadi  secara  sah,  artinya 
kehamilan  yang  terjadi  karena  hubungan  seksual  suami  istri yang  
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sah.  jadi  menggugurkan  kandungan  yang  terjadi  karena hubungan  
seksual  di  luar  nikah  itu  haram  hukumnya,  dalam keadaan apapun 
termasuk aborsi akibat perkosaan. 
3. Aborsi menurut KitabUndang-Undang Hukum PidanaIndonesia 
Pengguguran Kandungan dalam Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana  di  Indonesia  diatur  dalam  pasal-pasal  sebagai berikut : 
Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,  diancam  
dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun. 
 
Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah : 
Unsur Obyektif : 
a. Petindak : Seorang wanita 
b. Perbuatan :   1) Menggugurkan, 
2) Mematikan, 
3) Menyuruh orang lain menggugurkan, dan 
4) Menyuruh orang lain mematikan.  
c. Obyek : Kandungannya sendiri  
Unsur Subyektif :  
Dengan sengaja. 
Rumusan kejahatan dalam pasal 346, subyek hukumnya 
disebutkan  dengan  “seorang  perempuan”  (de  vrouw).  Hal  ini karena  
dalam  pasal  ini  tidak disyaratkan kandungan  tersebut sudah berwujud  
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sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi. 
Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau  mematikan  
kandungan seorang  wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika   perbuatan   itu   mengakibatkan   matinya   wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
Unsur dari rumusan tersebut adalah : 
Unsur-unsur Obyektif : 
 
a. Perbuatan : 1) Menggugurkan, 
 
 
2) Mematikan. 
 
 
b. Obyek : Kandungan seorang perempuan 
 
 
c. Tanpa persetujuan perempuan itu. 
 
 
Unsur Subyektif : Dengan sengaja 
Persamaan   antara  ketentuan  dalam  pasal  346  dengan 
ketentuan  pasal  347  ialah  (1)  pada  kedua  perbuatan,  yakni 
menggugurkan  dan  mematikan,  (2)  obyeknya  yakni  kandungan 
seorang perempuan. 
Perbedaannya ialah dalam pasal 346  terdapat  perbuatan 
menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh (orang lain) 
mematikan, yang  tidak  ada  dalam pasal 347. Pada pasal 347 ada unsur 
tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung).  Petindak  dalam  
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pasal  346  adalah  perempuan yang   mengandung,   sedangkan   
petindak   menurut   pasal   347 adalah orang lain (bukan perempuan 
yang mengandung). 
Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
(1) Barangsiapa  dengan sengaja menggugurkan atau mematikan  
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika   perbuatan   itu   mengakibatkan   matinya   wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
 
Adapun unsur-unsurnya adalah : 
 
Unsur-unsur Obyektif : 
a. Perbuatan : 1) Menggugurkan, 
 
 
2) Mematikan. 
 
 
b. Obyek : Kandungan seorang perempuan 
 
 
c. Dengan persetujuannya. 
 
 
Unsur Subyektif : Dengan sengaja. 
Perbedaan  pokok  kejahatan  pasal  348  dengan  pasal  347 
adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan 
dalam 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. 
 
Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : 
(1) Jika seorang dokter,  bidan  atau  juru  obat  membantu melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal  346,  ataupun melakukan atau 
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membantu melakukan salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam 
pasal 347 dan 348, maka  pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  itu  
dapat ditambah sepertiga   dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 
Perbuatan  dokter,  bidan   atau  juru  obat  tersebut  dapat berupa 
perbuatan (1) melakukan dan (2) membantu melakukan. Adapun alasan 
atau dasar pertimbangan pemberat pidana kepada  mereka  adalah  
didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  (1) sebagai orang yang ahli yang 
justru keahlian itu disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk 
kemanfaatan bagi kehidupan  dan  kesehatan  manusia  dan  bukan  
sebaliknya,  (2) karena keahlian mereka itu akan memperlancar dan 
memudahkan terlaksananya kejahatan ini. 
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  secara  singkat  dapat 
dijelaskan  bahwa  yang  dapat  dihukum  menurut  Kitab  Undang- 
Undang Hukum Pidana dalam kasus aborsi ini adalah : 
a) Pelaksanaan  aborsi,  yakni  tenaga  medis  atau  dukun  atau orang  
lain  dengan  hukuman  maksimal  4  tahun  ditambah sepertiganya 
dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek. 
b) Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman 
maksimal 4 tahun. 
c) Orang-orang  yang  terlibat  secara  langsung  dan  menjadi penyebab  
terjadinya  aborsi  itu  dihukum  dengan  hukuman yang bervariasi. 
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4. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (UU  No.  36Tahun 
2009) 
Undang–undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
mengatur  mengenai  masalah  aborsi  yang  secara  substansial berbeda  
dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dalam Undang–undang 
tersebut aborsi diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang  ini  aborsi  
dapat  dilakukan  apabila  ada  indikasi medis dan kehamilan akibat 
perkosaan. 
 
Pasal 75 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 : 
 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
a. indikasi  kedaruratan medis  yang dideteksi sejak usia dini
 kehamilan,  baik  yang mengancam nyawa ibu 
dan/atau  janin, yang  menderita penyakit  genetik  
berat  dan/atau  cacat  bawaan, maupun  yang  tidak  dapat  
diperbaiki  sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di 
luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis  bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat  
dilakukan  setelah melalui konseling dan/ atau penasehat pra 
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tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang  
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai  indikasi kedaruratan medis  
dan  perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 76 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 :  
Aborsi   sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   75   hanya dapat 
dilakukan: 
a. sebelum kehamilan berumur  6 (enam) minggu dihitung dari 
hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan 
medis; 
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e. penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri.   
Pasal 77 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 :  
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan  ayat  (3)  yang  tidak  
bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan 
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dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya-upaya  penanggulangan  kejahatan   itu  dapat  dilakukan 
melalui : 
1. Upaya Preentif : Ada niat tapi tidak dilakukan 
2. Upaya Preventif : Yaitu upaya penanggulangan non penal 
(Pencegahan) seperti:   
a. memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, 
b. meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat, 
c. meningkatkan pendidikan moral. 
3. Upaya Represif 
Adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk  menghadapi  pelaku 
kejahatan  seperti  dengan  pemberian  hukuman  sesuai  dengan hukum  
yang  berlaku  dimana  tujuan  diberikan  hukuman  agar pelaku jera , 
pencegahan serta perlindungan sosial. 
Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap  
kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah 
pentingnya Litmas (Perlindungan Masyarakat) dari  ahli  psikologi  
maupun  ahli  sosial  dari  BISPA sehingga diketahui secara jelas latar 
belakang seseorang melakukan kejahatan. 
Berdasarkan  hal  itu  aparat  penegak  hukum  mempunyai 
pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi  
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pelaku, Pasal 10  KUHP mengatur  jenis pidana  tersebut yaitu : 
 
a. Pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda, 
b. Pidana  tambahan  :  pencabutan  beberapa  hak  tertentu, 
pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan 
hakim. 
Menurut paham Determinisme pelanggar  tidak perlu dikenakan   
pidana  karena orang tidak mempunyai  kehendak bebas dalam 
melakukan perbuatan tapi dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis 
dan  faktor lingkungan masyarakat. Menurut Lombroso (Topo
 Santoso, 2001:37) kejahatan adalah merupakan manifestasi 
keadaan jiwa seseorang yang abnormal sehingga pelaku tidak bisa 
disalahkan dan tidak bisa dipidana. 
Pidana  tidak  terletak  pada  persoalan  tujuan  yang  hendak 
dicapai  tapi  pada  persoalan  seberapa  jauh mencapai  tujuan  itu boleh  
menggunakan  paksaan.  Adanya  usaha  perbaikan  dan perawatan  tidak  
mempunyai  arti  sama  sekali  bagi  siterhubung dan harus ada reaksi
 atas pelanggaran norma yang dilakukannya.  Pengaruh  pidana  
bukan  semata  ditujukan  pada penjahat tapi juga untuk mempengruhi 
masyrakat  mentaati norma-norma masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Polrestabes 
Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. 
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polrestabes memiliki 
data tentang tindak kejahatan tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam proses penyusunan 
skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data 
dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 
para pakar, narasumber, atau pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi 
ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh 
dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode , yaitu : 
1. Wawancara (interview) dilakukan dengan jalan mengadakan 
wawancara dengan tersangka tindak kejahatan penipuan,dan 
aparat kepolisian Polrestabes makassar. 
2. Penelitian kepustakaaan (library Research) yaitu untuk 
mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca 
referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan 
dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data 
sekunder. 
 
D. Analisi Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari daat primer maupun 
sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut 
ditulis secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan 
terarah dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Kota Makassar yang merupakan salah 
satu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan . Dalam melaksanakan penelitian, 
peneliti bertempat di Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Rappocini. Untuk 
lebih jelasnya, gambaran umum lokasi penelitian dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dan" arah selatan dan utara dalam propinsi 
di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur 
dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 
1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai 
yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diaprt dua muara 
sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai 
Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar 
seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 
pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 
KmA2. 
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Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 
Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Di 
tempat tersebut banyak terdapat tempat hiburan seperti tempat bernyanyi 
bahkan club malam, sehingga Makassar juga merupakan Kota 
Metropolitan yang identik dengan pergaulan bebas. 
Kecamatan Rappocini merupakan kecamatan yang mempunyai 
sepuluh (10) kelurahan yang terdiri dan  Kelurahan Gunung Sari, 
Ballaparang,   Banta Bantaeng  Bonto Makkio,  Buakana,  Karunrung, 
Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, dan Kelurahan Tidung. Dari sepuluh 
kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini hampir semua ada tempat 
kost-kostannya, hal ini disebabkan karena banyak terdapat perguruan 
tinggi di sekitar kecamatan tersebut. Dengan adanya tempat kost-kostan, 
besar kemungkinan pergaulan bebas terjadi apalagi ditambah dengan 
kost-kostan yang tidak mempunyai tata tertib bertamu. 
2.   Data dan Kasus Kejahatan Pengguguran KandunganPengguguran 
Kandungan di Kota Makassar. 
Dari hasil penelitian di lapangan, pada umumnya aborsi yang 
dilakukan oleh  pelaku aborsi yang ada di Kecamatan  Rappocini 
dilakukan secara tidak aman terjadi karena tidak dilakukan seeara medis. 
Aborsi  yang dikategorikan  tanpa   indikasi   medis,   seperti   korban 
perkosaan, hamil diluar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain. 
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Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau 
masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran 
kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan resikonya. 
Penguguran kandungan ini dilakukan karena para pefaku aborsi rata-rata 
adalah wanita yang hamil di luar nikah. 
Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan Penguguran 
Kandungan di Kecamatan Rappocini, maka berikut ini penulis akan 
menganalisis data dari Polsekta Rappocini selama kurang waktu lima 
tahun terakhir ini yakni dari tahun 2008 sampai 2012. Untuk itu  
memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 
Data Jumlah Kasus Pengguguran Kandungan di 
KecamatanRappocini 
 
Tahun 
Jumlah Kasus 
yang dilaporkan 
Jumlah kasus 
yang  selesai 
Persen (%) 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
Jumlah 1 1 100 
Sumber:  Data kantor Polsek Rappocini.  
 
Dari  tabel  1 di atas, dapat  dilihat  bahwa jumlah  kejahatan 
penguguran kandungan yang terjadi di Kecamatan Rappocini dan telah 
didata oleh pihak Polsek Rappocini dari tahun 2008 sampai 2012 hanya 
sebanyak 1 kasus dan kasus tersebut berhasil diselesaikan. 
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Namun dari hasil olah data wawancara dan penelitian, fakta di 
lapangan membuktikan banwa masih banyak orang yang melakukan 
pengguguran kandungan tetapi tidak dilaporkan oleh pihak berwajib 
seperti kepolisian atau merupakan kejahatan yang terselubung (hidden 
crime). Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti dan tidak adanya 
kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum 
yang cukup untuk menjerat pelaku aborsi, sehingga tidak diketahui aparat 
penegak hukum. Berikut tabel penelitian di lapangan dan hasil 
wawancara. 
Table 2 
Data kejahatan Pengguguran Kandungan di Kecamatan Rappocini 
yang tidak ditangani oleh Pihak Kepolisian 
 
No. Pelaku 
(Nama 
Inisial) 
Umur Alasan 
Menggugurkan 
Kandungan 
Tahun 
Kejadian 
Ket. 
1. Ea 22 Th Pengguguran 
kandungan itu 
terjadi karena 
pacarnya tidak 
mau bertanggung 
jawab 
 
2009 Melakukan 
sendiri dengan 
menggunakan 
obat 
2. Ds 20 Thn Adanya rasa 
cemas dan 
gelisah,sehingga 
aborsi pun terjadi 
atas dasar 
kemauannya 
yang didorong 
oleh pacarnya 
sendiri 
2011 Dilakukan  
dengan bantuan 
dari pacarnya 
sendiri dengan 
bantuan obat 
dan air kelapa               
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3. Ys 33 Thn Pelaku 
melakukan aborsi 
karena menurut 
dia anaknya 
sudah terlalu 
banyak, 
sedangkan 
kehidupan 
ekonominya pas-
pas'an 
2011 Dilakukan  
dengan bantuan 
dukun beranak             
Sumber : Hasil Wawancara dengan Responden Tahun 2013  
Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa dari sekian pelaku 
kejahatan pengguguran kandungan, sebagian besar pelaku adalah masih 
berumur rata-rata seorang pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan 
aborsi banyak dilakukan oleh remaja.  
 
B. Pembahasan 
1. Faktor Penyebab Pengguguran Kandungan 
Pengguguran kandungan yang terjadi di kota Makassar, dalam hal 
ini Kecamatan Rappocini sebagai lokasi penelitian dapat dilihat dari olah 
hasil wawancara dan angket yang penulis berikan kepada para pelaku 
aborsi berjumlah 2 (dua) orang yang sempat penulis dapatkan di 
Kecamatan Rappocini. 
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Tabel 3 
Data Faktor Penyebab Kejahatan Pengguguran Kandungan di 
Kecamatan Rappocini yang tidak ditangani oleh pihakKepolisian 
 
No Faktor Penyebab Jumlah Persen (%) 
1. Hamil di luar nikah 2 orang 50 % 
2. Alasan Sosial ekonomis 1 orang 25% 
3. Sudah terlalu banyak anak 1 orang 25 % 
4. Belum mampu punya anak 0 orang 0% 
5. Akibat perkosaaan 0 orang 0 % 
Sumber ; Hasil wawancara dengan responden tahun 2013. 
 
Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pengguguran kandungan yang terjadi di Kecamatan Rappocini 
setengah diantaranya atau rata-rata akibat hamil di luar nikah. Hal ini 
menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pergaulan bebas antara remaja 
yang menimbulkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Dari beberapa 
pelaku kejahatan pengguguran kandungan, hanya sebagian kecil yang 
telah mempunyai suami dan memiliki alasan lain untuk tidak memiliki 
anak. 
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2. Upaya yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Mengatasi   
Kejahatan Pengguguran Kandungan 
Dari hasil penelitian penulis, upaya pemberatasan praktek aborsi 
dapat diklasifikasikan menjadi upaya preventif (upaya pencegahan) dan 
upaya represif (upaya penanganan). 
a. Upaya preventif 
 Brigpol Afrizal yang merupakan polisi/penyidik yang pernah 
menangani kasus aborsi khususnya diwilayah Polsekta Rappocini 
menyatakan, bahwa : 
Pelaku aborsi rata-rata masih berstatus pelaj'ar (mahasiswa). 
Laporan yang saya terima rata-rata laporan warga yang tinggal di 
wilayah setempat, ada juga yang langsung disergap oleh satuan 
kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki kasus aborsi. Kendala 
yang kami hadapi khususnya masalah aborsi sampai saat ini belum 
ada karena penyidik cepat menangani kasus aborsi jika ada 
laporan yang diterima dari masyarakat setempat. Praktek aborsi 
banyak terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah.  Hal ini 
banyak terjadi pada remaja yang umumnya masih berstatus pelajar 
ataupun mahasiswa. Kehamilan di luar nikah ini diakibatkan 
banyaknya mahasiswa yang bebas melakukan praktek-praktek 
pergaulan bebas di rumah kost-kostan yang mereka tinggali. 
 
Lebih lanjut Brigpol Afrizal mengatakan bahwa: 
Latar belakang terjadinya aborsi disebabkan, karena 
kedua belah pihak masih ingin melanjutkan kuliahnya, adanya 
rasa takut dengan orang tua hamil di luar nikah akibat pergaulan 
bebas .  
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Berdasarkan pemaparan Brigpol Afrizal tersebut, maka upaya 
preventif yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menangani kasus aborsi 
yaitu: melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan hukum terkait 
dengan pergaulan bebas dan aborsi itu sendiri, serta mengadakan 
kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pemantauan ke 
setiap rumah kos-kosan yang dihuni oleh mahasiswa. 
 
b. Upaya represif 
Serdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis memang fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata pelaku 
aborsi masih berstatus pelajar/mahasiswa, akan tetapi masih banyak 
klinik-klinik atau apotik yang bebas memperjualbelikan obat yang dapat 
menggugurkan kandungan tanpa resep dokter. 
Untuk mengurangi pelaku aborsi perlu diiakukan upaya, Brigpol 
Afrizal mengtakan, bahwa: 
Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengurangi 
praktek aborsi, salah satunya adalah melakukan razia di berbagai 
kost-kostan khususnya yang berada dekat perguruan tinggi. Jika 
anggota  Kepolisian telah menerima laporan tentang terjadinya 
Praktek aborsi, maka aparat Kepolisian akan segera menangani 
kasus tersebut dan melakukan penyelidikan. 
 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga 
memegang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan 
bermasyarakat yang aman dan tentram. Dalam mengatasi praktek aborsi 
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misalnya, upaya Aparat Kepolisian sangat diperlukan agar praktek-praktek 
aborsi tidak menjamur atau merajalela khususnya yang diakibatkan oleh 
pergaulan bebas yang  banyak diterapkan  pada  orang  yang  belum 
menikah maupun yang sudah menikah. 
Selain itu dalam rangka menekan tindak kejahatan pengguguran 
kandungan, maka setiap elemen masyarakat seharusnya turut berperan 
aktif dalam pencegahannya. Segala upaya mengurangi kejahatan yang 
terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun 
segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencengah dan 
mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya setiap warga masyarakat 
berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 
akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan aborsi bermacam-
macam ada karena kehamilan di luar nikah akibat perilaku 
pergaulan bebas, alasan sosial ekonomi,  dan sudah terlalu banyak 
memiliki anak. 
2. Upaya pemberatasan praktek pengguguran kandungan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi 
upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya 
penanganan). Upaya pencegahan dilakukan melakukan patroli rutin 
terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, 
melakukan sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan 
tokoh masyarakat dalam nal pembinaan dan pencegahan praktek 
pengguguran kandungan. Sementara upaya penanganan dilakukan 
dengan melakukan razia langsung di tempat prakterk pengguguran 
kandungan illegal dan di tempat-tempat yang diindikasikan sebagai 
tempat pergaulan bebas seperti kamar sewa.  
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B. Saran 
Setelah   melakukan   penelitian,   maka   saran   penulis   untuk 
berapa pihak adalah sebagai berikut: 
1. Seharusnya  lebih  meningkatkan  pengawasan  orang  tua secara 
langsung dalam hal ini Bapak/lbu kost juga termasuk pengganti 
orang tua bagi anak-anak kostnya, meningkatkan tata tertib 
bertamu dalam rumah kontrakan maupun kost-kostan, dan 
memisahkan antara kost untuk laki-laki dan kost untuk perempuan 
2. Seharusnya pihak kepolisian tidak hanya melakukan penyergapan 
atau penggerebekan secara langsung. Tetapi bisa juga dilakukan 
pendekatan secara agama dan bekerja sama dengan para 
pemuka-pemuka agama, melakukan penyuluhan tentang bahaya 
aborsi serta hukumannya, dan pihak kepolisian juga sefeknya 
bekerja sama dengan para dokter yang memahami tentang aborsi. 
3. Untuk aparat pemerintah agar dapat mengeluarkan aturan 
penggunaan kost-kostan bagi pelajar agar dapat dipisahkan antara 
pria dan wanita.  
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